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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mengajarkan manusia untuk beraktivtitas dan bekerja agar dapat 

melaksanakan ekonomi sesuai dengan konsep Islam yaitu dengan mengadakan 

transaksi tukar menukar. Transaksi dalam bahasa arab disebut al-mu’amalat dan 

Ilmu fiqh yang mempelajari al-mu’amalat adalah fiqh al-mu’amalat. Fiqh 

mu’amlat dalam salah satu pengertiannya cakupannya sangat luas sekali 

mencakup hukum tentang kontrak, sanksi, jaminan dan hukum-hukum yang 

lainnya. Selain itu al-mu’amalat pengertian secara sempitnya dikemukakan oleh 

Mohammad Ma’sum Billah, yaitu kesepakatan yang menguntungkan antara 

manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-

harinya, khususnya dalam hal perniagaan dan perdagangan.
1
 Dalam Al-qur’an 

telah menggariskan bahwa transaksi akan sah apabila setiap pihak terlibat untuk 

memenuhi kewajibannya dan mengetahui konsekuensi dalam sebuah transaksi.  

Misalnya dalam sebuah transaksi berbentuk akad jual beli yaitu seorang pembeli 

harus membayar sejumlah harga yang disepakati begitupula dengan penjual harus 

menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Karena dalam Al-Qur’an 

tertera dalam QS. Al-Ma’idah [5] ayat 1: 

                                                           
1
 Mohd. Masum Billah, Modern Financial Transaction under Syariah (Pataling Jaya: 

Ilmiah Publisher, 2003) hlm 11. 
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              … 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”
2
 

 

Perkembangan teknologi informasi pada peradaban manusia sangatlah 

cepat sehingga masyarakat mengenali teknologi informasi, sampai informasi ini 

dikenal dengan sebutan internet. 

Teknologi informasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu teknologi 

dan informasi. Perkembangan teknologi ini dapat meningkatkan kinerja manusia 

dalam berbagai kegiatan sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Teknologi 

informasi ini telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada 

teknologi, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-

laboratory, dan lainnya. Semuanya berbasis elektronika.
3
 

Internet bermula dari proyek ARPAnet dari tahun 1969 oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat, ARPAnet dikoneksikan pertama kali ke empat site, 

yaitu UCLA, SRI (Stanford Research Institute), UC Santa Barbara, dan University 

of Utah. Di awal 1980an ARPAnet terpecah belah menjadi dua, yaitu ARPAnet 

dan Milnet (sebuah jaringan militer). Pada awalnya jaringan tersebut bernama 

DARPA, dan kemudian menjadi kata Internet.
4
 

Dalam kegiatan bisnis ekonomi pada zaman sekarang ini masyarakat, 

pengusaha maupun para inteletual, menggunakan internet untuk mempermudah 

                                                           
2
Mujamma’Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-Haf Asy-Syarif Madinah Al 

Munawwarah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama, 1990) hlm 156. 
3
Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Balai 

Pustaka (Persero), 2012), hlm 3. 
4
Yuniar Supardi, Internet untuk Segala Kebutuhan, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2009), hlm 2. 
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dalam berbagai kegiatan, baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, maupun hukum 

dimana internet menjadi sebuah ajang kemajuan teknologi informasi yang sangat 

cepat dikenal oleh kalangan manapun, dari berkembangnya teknologi ini, manusia 

berbondong-bondong memanfaatkan internet untuk kegiatan perdagangan atau 

jual beli hanya dengan menggunakan handphone, laptop/computer dengan 

bermodalkan kuota, orang sudah mempunyai penghasilan. Para penjual tidak perlu 

bertatap muka dengan konsumen tetapi hanya dengan internet sehingga 

memudahkan para konsumen untuk berbelanja tanpa datang ke tempat toko 

tersebut. Para penjual hanya membuat online shop di  sosial media seperti Ig, 

Facebook, Tweter, Path dan di berbagai aplikasi, seperti web, Shopee, tokopedia, 

lazada, blibli, bukalapak dan lain sebagainya. 

Perdagangan atau jual beli berasal dari bahasa arab Al-bai’, al-tijarah, al-

mubadalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Menurut para 

ahli fikih mendefinisikan jual beli berbeda-beda pendapat. Menurut Ibnu 

Qadimah, perdagangan merupakan pertukaran harta dengan harta yang 

menjadikan miliknya. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta 

(maal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.
5
  

Dalam bisnis jual beli online, biasanya para penjual memasang gambar 

dalam situs website atau dalam media lainnya dengan mensertakan informasi 

barang, harga  kepada para konsumen, dan konsumen dapat melihat lihat barang 

tersebut dan akan menghubungi kontak penjual yang dicantumkan disitus tersebut. 

                                                           
5
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), hlm  85. 
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Transaksi dalam jual beli online, pembeli harus membayar terlebih dahulu, 

kemudian barang yang dibeli akan dikirim kepada pembeli. Sehingga jika barang 

tersebut sudah ditangan pembeli dan ternyata barang tidak sesuai dengan 

kenyataan yang tertera pada gambar, maka pembeli tidak dapat komplain dan 

terpaksa harus tetap menerima karena sudah terlanjur membayar. 

Dalam bisnis jual beli online marak sekali penipuan karena banyak para 

pihak yang tidak bertanggungjawab atas barang yang dijualnya. Bisnis jual beli 

online bisa berjalan lancar apabila penjual benar-benar jujur dalam menjual 

barang yang dijualnya, selain itu dalam jual beli online diperlukan pihak ketiga 

untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual dan penyerahan 

uang yang dilakukan oleh pembeli. 

Bisnis jual beli online memang sangat mudah dan cepat tanpa harus 

bertatap muka dengan penjual, akan tetapi pembeli tidak bisa langsung melihat 

barang dan kondisi barang yang ingin dibelinya dan dalam transaksi online ini 

rentang akan resiko dan bisa  gharar dan dampaknya akan terjadi penipuan. Jika 

transaksi ini terdapat kecurangan atau pihak penjual melakukan penipuan bisa 

dikatakan si penjual melakukan  wanprestasi, wanprestasi terdapat empat macam 

yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi tetapi tidak tepat pada 

waktunya, memenuhi tetapi tidak sebagai mestinya, memenuhi tetapi melakukan 

yang dilarang dalam perjanjian, dalam melakukan wanprestasi ini dapat 

dikenakan sanksi/ganti rugi. Sehingga konsumen akan mendapatkan perlindungan 

hukum yang jelas. 
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Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 

tentang hak-hak sebagai konsumen menyatakan bahwa
6
: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

Dilihat dari pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen diatas bahwa 

konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum karena mendapatkan hak-

hak sebagai konsumen yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen dimana konsumen berhak mendapatkan haknya 

dan wajib dilindungi. Di Indonesia ini sering terjadi kasus-kasus yang 

berhubungan dengan transaksi melalui internet, mengenai cacat produksi, 

informasi dalam website yang tidak jujur, keterlambatan dalam pengiriman 

barang, dan bahkan pelaku usaha tidak mengirimkan barang. Para konsumen 

jarang sekali melakukan pengaduan atas kerugian yang dialaminya, karena 

konsumen belum banyak mengetahui tentang hak sebagai konsumen.  

                                                           
6
Lihat  Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Kasus yang sering terjadi dalam jual beli salah satunya aplikasi Shopee 

banyak sekali konsumen yang dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab.  

Seorang mahasiswa  yang bernama Nina Ceriawati Universitas Islam 

Negeri Bandung Jurusan Fisika semester tiga yang kos di Bandung, ia pernah 

melakukan jual beli online dalam aplikasi Shopee, ia telah membeli flashdisk otg 

32Gb, namun ternyata kapasitas barangnya hanya sampai 300Mb. Nina telah 

melakukan komplain ke pihak Shopee dan meminta pengembalian dana  serta 

buktinya dikirimkan. Setelah beberapa hari ia hanya menunggu konfirmasi dari 

Shopee. Sebelum itu ia meminta kepada penjual mengirimkan kembali barang 

yang kapasitasnya 32Gb, sebaliknya Flashdisk yang kapasitasnya hanya 300Mb 

dikembalikan pula kepada penjual dengan ongkos kirim sendiri. Akan tetapi 

setelah mengirimkan barang tersebut kepada penjual, pihak Shopee telah 

membuat Nina kecewa karena menolak bukti yang dikirimkan, serta pihak Shopee 

telah mengirimkan dana kepada penjual. Dan penjual sama sekali tidak 

mengirimkan kembali barang yang Nina butuhkan. Nina kecewa bahwa Shopee 

tidak bisa melindungi konsumennya.  

Selain itu terdapat kasus lain sebagai pembanding yaitu kasus yang 

dialami oleh filana membeli beberapa produk garnier di Garnier Official Store, 

dan toko sudah mengirim pesanan melalui kurir Shopee Express Delivery yang 

dijanjikan 24 jam dapat diterima. Namun pengiriman tidak dapat dilacak, 

meskipun status pesanan sudah dikirim. Namun sudah empat hari tidak terima 

pesanan tersebut. Filana menanyakan ke admin Garnier, dan ada jawaban bahwa 
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barang sudah dikirim tapi ada barang out of stock. Akan tetapi menurut customer 

Service Shopee barang sudah dikirim, dan ada yang merespon dan mengaku 

bahwa pihak kurir Shopee Express belum menerima barang dari Garnier, jadi 

intinya belum dikirim. Sehari setelah itu saya mengajukan pengembalian dana 

namun pihak garnier langsung menolak. Sampai saat ini barang tidak diterima 

oleh Filana, padahal bukti transaksi, status pesanan, email dengan pihak Shopee 

dan bukti chat dengan admin Garnier sudah ditunjukan, karena Filana merasa 

tidak pernah menerima barang tersebut. 

Ketika pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang 

dipesan dan bahkan barang tidak sampai ke pihak pembeli, seharusnya 

mendapatkan perlindungan hukum atau mendapat ganti rugi sesuai dengan 

kecacatan ataupun mengirimkan barang itu lagi. Bahkan dalam UU Perlindungan 

konsumen pasal 19 bahwa:  

“Pelaku usaha harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. 

 

Ganti rugi disini yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang 

atau jasa yang setara dengan nilainya, atau pemberian santunan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 

tenggang wakttu 7 hari setelah tanggal transaksi. 

Dengan demikian, dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah 

sudah efektif perlindungan konsumen terhadap jual beli online? Maka timbul lah 
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judul penelitian “PELAKSANAAN JUAL BELI ONLINE DALAM 

APLIKASI SHOPEE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

(STUDI KASUS JUAL BELI ONLINE BARANG TIDAK DITERIMA)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Jual beli pada saat ini sudah beralih pada transaksi online, bahwa dalam 

transaksi online ini ada beberapa pelaku usaha yang tidak jujur, tidak 

bertangungjawab dan sering terjadi penipuan, kecurangan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha khususnya terhadap harga, barang, kualitas, kuantitas produk, dan 

bahkan barang tidak pernah sampai sehingga konsumen merasa tertipu, karena 

sudah terlanjur membayar terlebih dahulu. Oleh karena itu para konsumen wajib 

dilindungi, untuk itu para konsumen perlu perlindungan hukum, dengan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka dari itu peneliti 

ingin mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli online dalam aplikasi Shopee? 

2. Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online aplikasi Shopee? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan 

konsumen dalam pelaksanaan jual beli online aplikasi Shopee? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanan jual beli online dalam aplikasi Shopee. 

2. Untuk mengetahui pandangan undang-undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli online aplikasi 

Shopee. 

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli online aplikasi 

Shopee. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini menjadi dua macam manfaat, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya menjadi acuan untuk salah satu sumber informasi bagi semua 

pihak yang mengadakan penelitian ini dan mendapatkan ide yang lebih 

variatif sehingga hasil penelitian akan lebih bagus. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini khusunya bagi peneliti sendiri 

mengharapkan dapat menambah ilmu dan dalam bidang yang dijalankan 

saat ini. Dan diharapkan bermanfaat untuk masyarakat agar lebih berhati-

hati dalam membeli barang online agar terhindar dari penipuan, 

kecurangan dari para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Selain 
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itu agar para konsumen mendapatkan pengetahuan tentang hak –hak 

konsumen.. 

E. Studi Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu 

memiliki tema yang hamipr sama dengan penelitian yang saat ini sedang 

dilakukan. Namun terdapat ketidaksamaan dengan penelitian ini. 

1. Lia Nurhasanah 

Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Lia Nurhasanah 

dari Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis tahun 

2013 dengan judul Analisis perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian E-Commerce. Dalam penelitian ini menurut Lia Nurhasanah 

bahwa perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan dengan 

belanja secara online, penelitian ini dilihat dari faktor-faktor  yang 

mempengaruhi perilaku konsumen seperti budaya, kelas sosial, keluarga, 

kelompok referensi dalam menentukan barang yang akan dibeli oleh 

konsumen.
7
 

2. Andri Al-Anshorie Badri 

Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Andri Al-

Anshorie Badri dari Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang 

ditulis tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Penelitian 

ini menurut Andri bahwa adanya ketidakharmonisan mengenai 

                                                           
7
Lia Nurhasanah, Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian E-

Commerce, Skripsi, dari Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, http://digilib.uinsgd.ac.id 

diakses pada tanggal 6 April 2018. 

http://digilib.uinsgd.ac.id/
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perlindungan konsumen dalam jual beli online antara Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi 

elektronik.
8
 

3. Cahaya Setia Nuarida Triana 

Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Cahaya Setia 

Nuarida Triana dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang 

ditulis tahun 2015 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Di 

Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menurut Cahaya Setia Nuarida Triana 

bahwa ketidaktaan konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan 

perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha, maka tugas pemerintah dibidang pengawasan BPOM harus 

melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk 

tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM 

harus menarik kosmetik tersebut dari peredaran.
9
 

Dari beberapa judul skripsi diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitin 

judul skripsi ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, yang membedakan 

dari penelitian ini dengan judul yang lain, judul skripsi ini adalah Pelaksanaan jual 

beli online dalam aplikasi Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 

                                                           
8
Andri Al-Anshorie Badri . Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan 

Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Skripsi, dari Universitas UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, http://digilib.uinsgd.ac.id  diakses pada tanggal 6 April 2018. 
9
Cahaya Setia Nuarida Triana, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap 

Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas. Skripsi, dari 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, http://fh.unsoed.ac.id diakses pada tanggal 6 April 

2018. 

http://digilib.uinsgd.ac.id/
http://fh.unsoed.ac.id/
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Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jual Beli Online 

Barang Tidak Diterima). Dalam penelitian ini terfokus pada Pelaksanaan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dan Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap 

jual beli online dalam aplikasi Shopee yaitu apakah sudah sesuai dengan realitas 

bahwa perlindungan konsumen terhadap jual beli online diukur oleh Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dilihat dari 

judul-judul skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen 

memang sangat perlu di era modern ini. 

Tabel 1. Studi Terdahulu 

No Nama/Perguruan 

Tinggi/Tahun 

Judul Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1. Lia 

Nurhasanah/Univer

sitas UIN Sunan 

Gunung Djati  

Bandung/2013 

AnalisisPerilaku 

Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian 

E-Commerce 

Perlindungan 

konsumen 

Perilaku Konsumen 

terhadap 

pengambilan 

keputusan dengan 

belanja online, 

dilihat dari faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku seperti 

budaya, kelas sosial, 

keluarga, kelompok 

referensi dalam 

menentukan barang 

yang akan dibeli 

oleh konsumen. 

2. Andri Al-Anshorie 

Badri/Universitas 

UIN Sunan 

Gunung Djati 

Bandung/2018 

Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah 

Terhadap 

Perlindungan 

Konsumen Dalam 

Transaksi Elektronik 

Perlindungan 

Konsumen 

Adanya 

ketidakharmonisan 

mengenai 

perlindungan 

konsumen dalam 

jual beli online 
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antara Undang-

Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan 

Konsumen dengan 

Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 

2016 tentang 

Informasi dan 

Transaksi 

Elektronik. 

3. Cahaya Setia 

Nuarida 

Triana/Universitas 

Jenderal Soedirman 

Purwokerto/2015 

Perlindungan Hukum 

Bagi Konsumen 

Terhadap Peredaran 

Kosmetik yang 

Mengandung Bahan 

Berbahaya Di 

Kabupaten Banyumas 

Perlindungan 

Konsumen 

Ketidaktaatan 

konsumen dan 

pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatan 

perdagangan dapat 

menimbulkan 

sengketa antara 

konsumen dan 

pelaku usaha, 

penelitian ini 

diperlukan upaya 

pengawasan dari 

BPOM yang harus 

menarik kosmetik 

berbahaya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini penyusun menggunakan macam-macam jual beli, 

prinsip-prinsip ekonomi Islam, jual beli yang dilarang, dan teori perlindungan 

hukum.  

Kata akad berasal dari bahasa arab عقدا-عقد  yang berarti, membangun atau 

mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti 
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kontrak (perjanjian yang tercatat). Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq, akad 

ikatan atau kesepakatan.
10

 

Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan 

ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
11

 Ijab 

qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukan suatu keridhaan 

dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga keluar dari perbuatan yang 

tidak berdasarkan syara’.  

Jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan 

menjadi empat macam, yaitu: 

1) Bai’Al-Muqayadlah, yaitu penukaran aset riil dengan riil aset, seperti 

penukaran pakaian dengan bahan makanan. 

2) Al Bai’ Muthlaq, yaitu jual beli/ pertukaran aset riil dengan aset finalcial 

Aset (uang) seperti jual beli computer seharga Rp 3.000.000. 

3) Ash-Sharf, yakni jual beli aset financial dengan aset finalcial , seperti 

transaksi valas. 

4) As-salam, yakni jual beli aset finansial dengan riil aset, yaitu harga/uang 

diserahkan pada saat kontrak sedangkan barang diserahkan dikemudian 

hari. 

Akan tetapi jika dilihat dari penetuan harga, akad jual beli dapat 

dikategorikan menjadi empat macam, yakni: 

                                                           
10

Sayyid Sabbiq, Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta: 

Cakrawala Publishing, 2009), hlm 127. 
11

Rachmat Syafeí, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm 44. 
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1) Bai’ al Murabahah , yakni jual beli barang dengan harga pokok pembelian 

ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang 

diinformasikan kepada pembeli. 

2) Bai’al-Tauliyah, yakni juuual beli barang dengan harga sama dengan 

pokok pembelian, tanpa ada penmabhana atua pengurangan. 

3) Bai’ al-wadli’ah, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga 

pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu). 

4) Bai’ al-Musawah, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara 

penjual dan pembeli tentang harga barang, dalam bai’ al-musawah penjual 

menyembunyikan harga aslinya namun pembeli dan penjual meridhai jual 

seperti ini yang berkembang sekarang ini. 

Marketplace/aplikasi Shopee merupakan suatu wadah atau tempat dimana 

dalam aplikasi/marketplace tersebut banyak penjual dan pembeli yang melakukan 

transaksi jual beli online dengan melihat penjual menyertakan spesifikasi barang, 

gambar dan harga.  

Shopee merupakan pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan 

pembeli pada praktik jual beli online ini, dimana penjual dan pembeli bisa 

menggunakan ponsel untuk melakukan transaksi online, dan aplikasi Shopee ini 

mempunyai ketentuan-ketentuan cara menjual barang dan membeli barang. Dalam 

perkembangan sekarang masyarakat tidak perlu datang ke tempat belanja karena 

di dalam aplikasi Shopee ini sudah tersedia beragam kategori yang dibutuhkan 

seperti pakaian wanita, pakaian pria, kecantikan barang elektronik dan lain 

sebagainya. 
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Jual beli online dalam aplikasi Shopee ini sebenarnya sama halnya dengan 

jual beli biasa (bai’al-musawah) dimana terdapat penjual dan pembeli yang 

melakukan akad jual beli dengan kesepakatan harga barang, akan tetapi penjual 

tidak memberitahukan harga aslinya.  

Bai’al-musawah merupakan jual beli biasa yang digunakan masa sekarang 

ini baik dalam dunia nyata ataupun dalam transaksi online. Jual beli online penjual 

dan pembeli hanya melakukan transaksi dalam marketplace/aplikasi yang biasa 

digunakan dalam belanja online seperti aplikasi Shopee dimana terdapat penjual 

dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan melakukan penyerahan 

uang terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian hari. Jual beli online ini boleh 

dilakukan asalkan terpenuhinya rukun dan syarat dalam melakukan jual beli. 

Dikatakan jual beli online ini diperbolehkan tanpa ada unsur maysir, gharar, riba 

dan penipuan di dalamnya. 

Jual beli terdapat dalam Al-Qurán surah Al-Baqarah[2] ayat 275 dan 

terdapat dalam kaidah fikih.  

1. Dalam Al-Qurán surah Al-Baqarah[2] ayat 275: 

                         

                                   

                                 

                   

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
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mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu) (sebelum dating 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka;mereka kekal didalamnya”. (QS.Al-Baqarah[2] ayat 

275)
12

 

Dalam ayat ini sudah ditegaskan bahwa Allah swt menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba, dan orang yang memakan riba seperti layaknya orang 

gila yang kemasukan setan. Selain itu terdapat kaidah fiqih yang membolehkan 

jaul beli. 

2. Kaidah fikih  

 

عَلئَ تحَْرِيْمِهَبالأصَْلُ فِي المُعبَ مَلَةِ الإببَ حَةُ الاَّ أنَْ يدَُلَّ دَلِيْلٌ   

 “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”
13

 

 Menurut kaidah ini bahwa dalam segala kegiatan muamalah dan 

bertransaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa 

menyewa, gadai kerjasama dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas 

diharamkan yang mengakibatkan kemudharatan seperti: menipu, judi, 

gharar, dan riba. 

Rasulluah saw melarang sejumlah jual beli dikarenakan terdapat gharar 

yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan juga terdapat 

                                                           
12

 Mujamma’Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-Haf Asy-Syarif Madinah Al 

Munawwarah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama, 1990) Hal 69. 
13

  A. Djajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta:  Kencana, 2001) Hal 130. 



18 

 
 

unsur-unsur penipuan yang akan menimbulkan konflik diantara kaum muslimin. 

Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang sebagai berikut: 

 

1. Jual beli barang yang belum diterima 

 Seorang muslim tidak boleh menjual barang dan menjualnya 

apabila barang dagangan belum diterima. 

Sabda Rasulullah saw:  

 إذِاَ اشْترََيْتَ شَيْئبً فلَاَ تبَعِْهُ حَتَّى تقَْبضَِهُ 

“Apabila engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau 

menjualnya kembali sampai engkau menerima (barang tersebut).”
14

 

 

Larangan ini berlaku jika barang tersebut bukan  barang tak 

bergerak seperti rumah, tanah, dan gedung. Karena barang seperti ini 

boleh diperjualbelikan meskipun belum diserahterimakan karena kita 

bisa melihat barang yang tak bergerak tidak ada unsur gharar 

(penipuan), karena harta tersebut seperti ini tidak mungkin hancur. 

Akan tetapi berbeda sekali dengan  jual beli online kita harus melihat 

barangnya terlebih dahulu, seperti: peralatan rumah, perlengkapan 

tidur, dan lain-lain barang seperti ini merupakan benda bergerak, 

sehingga ketika diperjualbelikan tidak boleh dierahterimakan terlebih 

dahulu karena belum melihat kondisi barang itu ditakutkan terdapat 

                                                           
14

 https://almanhaj.or.id/4041-jual-beli-urbun-jual-beli-barang-yang-tidak-dimiliki-jual-

beli-barang-yang-belum-diterima.html di akses pada hari jum’at tanggal 27 April 2018. 

 

https://almanhaj.or.id/4041-jual-beli-urbun-jual-beli-barang-yang-tidak-dimiliki-jual-beli-barang-yang-belum-diterima.html
https://almanhaj.or.id/4041-jual-beli-urbun-jual-beli-barang-yang-tidak-dimiliki-jual-beli-barang-yang-belum-diterima.html
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unsur gharar (penipuan), yang membuat konsumen kecewa karena 

merasa tertipu.  

 

2. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya 

Seorang muslim tidak boleh membeli barang yang telah dibeli 

saudaranya dengan membayar harga yang lebih mahal dan menyuruh 

membatalkan jual belinya. 

3. Jual Beli Najasy 

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang  dengan harga 

tertentu padahal dia tidak ada niat untuk membelinya, ia berbuat 

seperti itu agar diikuti penawar lainnya agar pemebeli tertarik untuk 

membelinya, ia bersekongkol dengan penjual. 

4. Jual beli barang-barang haram dan najis 

Seorang muslim tidak boleh membeli barang haram, najis dan 

barang-barang yang menjerumus kepada haram, seperti minuman 

keras, babi, berhala dan lain sebaginya. 

5. Jual beli Gharar 

Seorang muslim tidak boleh menjual barang yang belum terdapat 

kejelasan, jadi tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu 

punggung kambing yang maish hidup atau anak hewan yang masih 

dalam kandungan, buah-buahan yang belum matang. 

6. Jual beli dua barang dalam satu akad 
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Seorang muslim tidak boleh melangsungkan jual beli dalam satu 

akad, namun harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena 

jual beli ini terdapat ketidakjelasan yang membuat muslim lain 

tersakiti, atau memkan harta orang lain. Seperti penjual berkata kepada 

pembeli, “aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, 

atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit). Kemudian itu akad 

jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jaul beli 

manakah yang kontan dan mana yang kredit yang penjual kehendaki. 

7. Jual beli Urbun (Uang Muka) 

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau 

mengambil uang muka secara kontan, diriwayatkan karena Rasulullah 

melarang jual beli urbun. 

8. Jual beli utang dengan utang 

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena 

hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengn barang 

yang tidak ada pula. 

9. Jual beli Musharrah 

Seorang muslim tidak boleh menahan susu sapi atau kambing 

selama berhari-hari supaya susunya terlihat banyak, kemudian orang 

lain menjadi tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara 

seperti itu seperti penipuan. 

10. Jual beli muzabanah dan muhaqalah 
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Tidak boleh seorang muslim menjual anngur dipohonnya dengan 

perkiraan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman secara 

perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar atau menjual kurma 

dipohonnya dengan kurma matang yang ditakar. 

Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Dalam ekonomi Islam, sumber daya adalah pemberian Allah swt manusia 

akan memanfaatkannya untuk produksi untuk kesejahtraan manusia, baik 

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. 

2. Dalam Islam, tiap individu mempunyai kepemilikan masing-masing yang 

terdapat batasan-batasan, dimana kepemilikan individu dibatasi oleh 

kepentingan masyarakat, dan Islam menolak pendapat yang tidak sah 

kalau hanya untuk menghancurkan masyarakat. 

3. Dalam ekonomi Islam mempunyai kekuatan penggerak utama yaitu 

kerjasama antar manusia, seperti pembeli, penjual, penerima upah dan lain 

sebaginya. 

4. Dalam kepemilikan individu harus berperan seabgai penggerak produktif 

dimana untuk meningkatkan produk nasional dan mensejahtrakan 

manusia. 

5. Dalam ekonomi Islam, ada juga kepemilikan dalam masyarakat yaitu 

direncanakan untuk kepentingan bersama atau orang banyak. 

6. Manusia harus tunduk kepada Allah swt dan hari akhir. 
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7. Jika seorang muslim kekayaannya melebihi nishab maka wajib untuk 

membayar zakat yaitu 2,5%  untuk kekayaan yang tidak berproduktif. 

8. Dalam Islam, melarang adanay riba dalam setiap pinjaman, pinjaman 

berasal dari teman, perusahaan, pemerintah maupun instansi lainnya. 

9. Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang adanya bunga, tetapi 

para ilmuan seperti Aristosteles, plato yang amat menentang dan melarang 

adanya bunga, karena pembayaran bunga adalah tidak adil, terdapat dalam 

perjanjian lama, yang melarang riba tercantum dalam Leviticus 25:27, 

Deutronomi 23:19, Exodus 25:25.
15

 

Dalam memahami konsumen dan produsen terdapat dua teori tentang 

posisi produsen dan konsumen. Yaitu: 

1. Posisi produsen dan konsumen berada dalam posisi yang berimbang 

Dalam teori ini berawal dari prinsip “let the buyer beware” dimana 

konsumen harus menjadi pembeli yang berhati-hati dalam membeli 

sesuatu atau suatu produk yang dibutuhkan dari produsen. Akan tetapi 

masalahnya tidak menjadi sederhana ini, karena posisi yang berimbang ini 

tidak dibarengi dengan “keterbukaan” yang tertera pada informasi dalam 

suatu produk. Artinya terdapat informasi yang tidak lengkap dalam produk 

yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Karena produsen masih 

menyembunyikan kondisi suatu produk yang ditawarkan kepada 

konsumen. 

                                                           
15

Zainul, Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang: Azkia Publisher, 

2009), hlm 16-19. 
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2. Produsen memiliki kewajiban harus selalu bersikap berhati-hati dalam 

memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya 

Dalam teori ini berbeda sekali dengan teori yang pertama, teori ini 

mengatakan bahwa produsen harus bersikap hati-hati terhadap barang/jasa 

yang diproduksinya, sejak proses sampai pemasaran kepada konsumen. 

Dari sikap ini konsekuensinya produsen akan menanggung kesalahan dari 

barang yang dihasilkannya jika merugikan konsumen. Dan sebaliknya jika 

produsen berhati-hati tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan teori 

ini akan berkembang dengan konsep “ganti rugi” jika produsen melakukan 

kesalahan dan merugikan konsumen, produsen harus memberikan ganti 

rugi.
16

 

Islam tidak melarang untuk jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap 

tindakan yang merugikan para konsumen dengan berbuat curang, penipuan 

yang dilakuakan para pelaku usaha/produsen kepada para konsumen 

dengan adanya larangan terdapat dalam Al-Qurán. 

1. Al-Qur’an Al-Muthafifin[83] ayat 1-3. 

                             

        

 “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

                                                           
16

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 28-

29. 
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dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 

lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin[83 ayat 1-3).”
17

 

 

Berdasarkan dalil Al-Qurán diatas membuktikan bahwa Islam pun 

mengatur adanya perlindungan konsumen khususnya terhadap jual 

beli, khusunya jual beli online dalam aplikasi Shopee yang 

memerlukan perlindungan hukum. Dalam hal jual beli online produsen 

harus bertanggungjawab apabila dalam memberikan barang yang cacat 

ataupun tidak mengirimkan barang tersebut harus mengganti kerugian 

atau pengembalian uang. Ketika produsen berperilaku curang maka 

ayat ini telah membuktikan bahwa barang siapa yang melakukan 

kecurangan dalam hal jual beli akan mengakibatkan celakalaan besar 

bagi orang-orang yang bersikap curang.
18

Dengan demikian, perilaku 

curang atau penipuan dalam melakukan jual beli online dalam aplikasi 

Shopee ini memerlukan perlindungan hukum bagi konsumen. 

2. Kaidah Fiqih 

  إذِاَ بطََلَ الشَيئُ بطََلَ مَب فِي ضَمْنِهِ 

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam 

tanggungannya”
19

 

                                                           
17

Mujamma’Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-Haf Asy-Syarif Madinah Al 

Munawwarah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm 1035. 
18

 Didi Sukardi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya 

Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam” IAIN Syekh Nurjati Bogor, hlm 105. 
19

 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 134. 
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Contohnya: Penjual dan Pembeli telah melaksanakan akad jual 

beli. Si pembeli telah menerima barang dan si Penjual telah menerima 

uang, kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, 

hak Pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak Penjual terhadap 

harga barang (uang) menjadi batal. Artinya si Pembeli mengembalikan 

barangnya dan si Penjual harus mengembalikan harga barangnya 

(uang). 

Kesimpulannya dari kaidah fiqih ini, apabila kita aplikasikan 

dengan contoh kasus diatas yang telah mengirimkan uangnya kepada 

pihak ketiga yaitu Shopee, dan penjual harus mengirimkan barangnya. 

Kemudian setelah selesai mengirimkan barangnya pihak Shopee 

mengirimkan uang tadi kepada penjual. Akan tetapi penjual tidak 

mengirimkan barangnya. Jadi seharusnya disini ada hak khiyar jika 

konsumen ingin membatalkan jual beli tersebut karena barang yang ia 

pesan tidak dikirim ataupun barangnya tidak diterima seharusnya ia 

mendapatkan ganti rugi atau pengembalian barang/uang. Intinya dalam 

kasus ini perlu perlindungan hukum bagi konsumen, selain merugikan 

dalam hal komersil harus dilindungi dari penjual yang suka menipu. 

 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 
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prosedur kuantifikasi, perhitungan, statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang 

menggunakan ukuran angka.
20

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. 

Pendekatan yuridis normatif digunakan pendekatan perundang-undangan untuk 

meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konsumen yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Sedangkan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma 

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya kasus jual 

beli online barang tidak diterima. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer. Data yang diperoleh  yaitu berupa Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan 

Shopee. 

b. Data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber kedua yang diperoleh 

dari buku-buku, skripsi, website  dan lain-lain yang berkaitan dengan 

permasalahan ini. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-

data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap 

masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.
21

 

 

                                                           
20

 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kasus 

dan Studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017) hlm 44. 
21

 Cik hasan bisri, penuntutan penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi, 

(Jakarta: PT. grafindo persada, 2001). hlm 58. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif melakukan beberapa metode 

pengumpulan data antara lain: 

a. Wawancara, yaitu salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara 

mewawancarai narasumber dengan berhadapan langsung satu sama 

lain dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk dijawab 

oleh narasumber.
22

 Wawancara ini ditujukan kepada konsumen yang 

melakukan jual beli online yang pernah mengalami kasus dalam 

aplikasi Shopee. 

b. Dokumentasi, yaitu data atau fakta yang tersimpan dalam beberapa 

dokumen
23

 seperti; peraturan perundangan-undangan, buku-buku, data-

data yang diperlukan sehingga dapat menambah bukti dari sautu 

kejadian.  

5. Analisis Data 

Analisis data tidak dapat dipisahkan dengan penafsiran data dan bukan 

bagian yang terpisah dari analsis, karena sebenarnya penasfsiran merupakan aspek 

tertentu dari analisis. Penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang apa arti 

sebenarnya dalam penelitian yang dipaparkan.
24

 Penganalisisan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber 

b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti 

                                                           
22

 Juliansyah Noor, Metodologi penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 138 
23

 Ibid, hlm 141 
24

Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 329. 
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c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran; dan 

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan 

memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian. 

 

 

 

 



 

 

 


